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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari hari banyak terciptanya perjanjian yang merupakan
suatu kegiatan yang dapat kita temui disekitar kita seperti di pasar, kantor,
organisasi masyarakat, lingkungan pemerintahan dan hampir semua elemen
masyarakat pernah melakukannya. Perjanjian dalam perpektif hukum perdata
dicantumkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian adalah
suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. *

Jual beli merupakan bagian perjanjian timbal balik yang mana adanya hak dan
kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak dan bersifat konsesuil yang artinya
perjanjian tersebut lahir Ketika mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak
meskipun barang yang diperjual belikan belum diserahkan dan harga belum
dibayarakan, yang mana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual

beli diatur lebih lanjut dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata.

! Valerie Augustine Budianto, Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, jurnal hukum
online,  2022.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-
sahnya-It4c3d1e98bblbc Diakses pada 11 September 2022, Pukul 22.08



Menurut Salim H.S. jual beli terdapat unsur-unsur yang termakna berdasarkan
Pasal 1457 KUHPerdata antara lain, adanya subjek hukum berupa penjual dan
pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya hak dan
kewajiban yang timbul dari pihak penjual dan pembeli.? Pada pendapat Vollmar
yang dikutip dalam buku Suryodiningrat dikatakan bahwa jual beli adalah pihak
satu pejual yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain pembeli untuk pemindahan
tangan suatu benda dalam hak kepemilikan (eingdom) dengan mendapatkan
bayaran dari orang yang disebut pembeli, seumlah teretentu dan berwujud uang.®
Sedangkan menurut pendapat Subekti yang dikutip didalam buku Salim dimana
disebutkan bahwa perjanjian jual beli di dalam Hukum Inggris dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu sale dan agreement sell Section 1 ayat (3) dari Sale of
Goods Act 1893. Sale adalah suatu perjanjian dibarengi dengan pemindahan hak
milik (compeyance), sedangkan agreement to sell adalah perbuatan atas suatu
perjanjian jual beli (koop overeenkomst) biasa menurut KUH Perdata.*

Pada era revolusi industri 4.0 banyak kemajuan teknologi yang bertujuan untuk
memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari hari baik dalam
kebutuhan primer maupun sekunder, Kegiatan dalam jaringan telah banyak
mengalami kemajuan dan perkembangan yang cepat dengan arah menuju positif
yang artinya banyak membantu kehidupan masyarakat, pada Tahun 2020 dunia

seakan diwajibkan untuk penyesuaian diri akibat munculnya virus covid-19 dimana

2 Analisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, Perjanjian Jual Beli
Berklausa Perlindungan Hukum Paten, Malang: Tunggal Mandiri, 2009, him. 49

3 Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.03 No.01 Maret 2017, him. 53

4 Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika,
2017, him 49



semua orang diharuskan untuk jaga jarak dan sebisa mungkin menghindari
melakukan kegiatan diluar rumah dan bertatap muka secara langsung maka peran
internet sangat berguna baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kegiatan
perdagangan dan hal lainnya yang dilakukan dalam jaringan internet. Pada sektor
perdagangan yang memanfaatkan media internet dikenal dengan isitilah electronic
commerce atau yang biasa disebut e-commerce.®

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disimpulkan Prof. Subekti
bahwasannya perjanjian jual beli menganut asas kebebasan berkontak yang
mengandung diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja dengan dibuat
secara sah dan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, Pasal
lain dalam hukum perjanjian hanya berlaku bila didalam suatu perjanjian tersebut
tidak diatur.® Maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak memungkinkan para
pihak secara fleksibel melakukan perjanjian jual beli melalui media apa saja dan
dengan cara apa saja dengan ketentuan tidak melanggar hukum positif yang
berlaku. Tak heran jika pada perjanjian jual beli melalui media elektronik atau e-
commerce telah menjadi pilihan utama masyarakat akibat dari kemudahan yang
dihasilkan karena dengan perangkat yang Kita punya seperti telpon genggam,
komputer dan laptop kita bisa melakukannya tanpa tatap muka secara langsung dan
membeli barang yang diingikan tanpa terhalang oleh jarak dengan melalui media

elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11

> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Refika
Aditama, , 2011, him. 1

6 Cahyono, Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial,
Pengadilan Negeri Banda Aceh, https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-
dalam-perjanjian-komersial/, diakses pada 12 September 2022, Pukul 11.57



https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa
transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.’

Pada perjanjian jual beli melalui media elektronik atau e-commerce kegiatan
tersebut telah didasarkan hukum yang mengatur terhadap perjanjian jual beli dan
pihak yang terikat di dalamnya dengan diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal
22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
dilanjutkan pada peraturan pelaksanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Banyaknya pengaruh positif yang dibawa oleh internet melalui media sosial
tak luput dari pengaruh negatiftnya, antara lain bocornya informasi pribadi,
banyaknya penipuan dan tindakan Plagiasi atau penggadaan, atau pembajakan
kemudian mendistribusikan lagi dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Hal
tersebut sangat merugikan bagi pemegang hak cipta suatu karya dan konsumen atas
ketidaktahuanya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan dalam perjanjian harus adanya
klausa yang halal yang artinya perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang yang berlaku jika syarat tersebut

"Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli
E-Commerce, AJUDIKASI : Jurnal llmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018. HIm 202



tidak terpenuhi meyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap
tidak pernah ada. Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Kosumen Pasal 4 hak konsumen mendapatkan
informasi yang benar, jelas,jujur terhadap kondisi dan jaminan barang tersebut.®
Disisi lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan
Konsumen menjelaskan tentang kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, dalam
Pasal 7 kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus adanya
itikad baik yang artinya tidak memperdagangkan dari hasil perbuatan melanggar
hukum untuk memperoleh keuntungan tanpa memikirkan hak konsumen dan hak
pemegang cipta suatu karya.® Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 larangan bagi
pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 8, jika barang tersebut tidak sesuai
dengan spesifikasi yang ada di dalam iklan atau foto tersebut dengan yang diterima
konsumen dapat dikategorikan dalam bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku

usaha dalam penjualan barang.*®

8 Khalisha Adela Morris, Cindy Juliana, Emanuel Bryan, Rahaditya, Perlindungan
Konsumen Terhadap bisnis Buku Bajakan Secara Online, e-journal universitas tarumanagara,
Prosiding  SENAPENMAS: 1135-1144 Oktober 2021, https://journal.untar.ac.id/index.php/
PSENAPENMAS/article/view/15149, him 1137.

% Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce), Business Law Review, VVol.01 No.01,
2016, https://drive.google.com/drive/folders/0BzjpkgVZNYtAVTZAWkKdHYW1LbTQ?resourceke
y=0-zuHO0q91jBgDPrlJApMHQA, him 15

10 Arfianna Novera, Sri Turatmiyah, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online
(E-Commerce) dalam PerspektifPerlindungan Hukum Bagi Para Pihak, Sriwijaya Law Coference,
Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum, 2015, him 7



https://journal.untar.ac.id/index.php/%20PSENAPENMAS/article/view/15149
https://journal.untar.ac.id/index.php/%20PSENAPENMAS/article/view/15149
https://drive.google.com/drive/folders/0BzjpkqVZNYtAVTZ4WkdHYW1LbTQ?resourcekey=0-zuHOoq91jBqDPrIJApMHQA
https://drive.google.com/drive/folders/0BzjpkqVZNYtAVTZ4WkdHYW1LbTQ?resourcekey=0-zuHOoq91jBqDPrIJApMHQA

E-book adalah buku yang dikemas dengan versi digital kemudian di
aplikasikan di dalam media elektronik seperti telpon genggam, laptop, computer
dan sebagainya.'* Buku digital (e-book) berupa rangkaian gambar dan teks
kemudian dibentuk menjadi satu kesatuan buku lalu dimasukkan dalam format
digital. Selain itu e-book memudahkan pemakainya dalam membawanya kemana
pun e-book dan bisa memuat beberapa buku digital (e-book) dalam satu telpon
genggam atau media elektronik lainnya sehinnga meringkas pekerjaan setiap
elemen masyarakat yang mempunyainya, di dalam beberapa e-book tak sedikit
penerbit menyediakan fitur dengan alat tertentu untuk mencari kata kata atau
informasi yang ingin ia baca, menyoroti frasa, , membuat komentar dan lainnya.'?
Buku cetak dan buku digital (e-book) memiliki perbedan yang cukup signifikan
seperti jangka waktu terbit dalam proses produksi yang mana e-book hanya
memerlukan waktu selama satu bulan sedangkan buku cetak memakan waktu
paling cepat tiga bulan dan trekait penyebarannya e-book lebih cepat dan praktis
karena hanya mengandalkan kecepatan teknologi dan jaringan internet untuk
memindahkan e-book berbeda dengan buku cetak yang dalam penyebarannya harus
melalui proses pengiriman dan pemasaran di toko konvensional.*®

Perjanjian jual beli buku digital (e-book) terdapat beberapa kasus yang terjadi
disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang mana telah

disepakati, seperti pada kasus penjualan buku digital (e-book) yang dilakukan oleh

11da Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana, Perlindungan Hak Cipta Pada
Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No. 10, 2020, him 1591

12 Josefhin Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Ditigal, Jakarta: Percetakan
Pohon Cahaya, 2021, him 25

3 1bid., him 38



pemilik akun twitter @merangerawr pemilik akun tersebut menjual berbagai
macam e-book dengan harga yang relatif sangat murah jika dibandingkan pada situs
resminya, sebagai contoh akun tersebut menjual e-book dengan judul “Garis
Waktu” karangan Fiersa Besari dengan mematok harga Rp. 5.000 dengan cara calon
konsumen mengirimkan pesan melalui direct massage twitter dengan
mencantumkan alamat email atau nomor WhatsApp calon konsumen, setelah itu
calon konsumen wajib membayar harga yang telah tertera sebelumnya dengan
metode pembayaran melalui gopay/shopeepay/pulsa/transfer bank, kemudian
setelah pembayaran berhasil buku digital (e-book) dikirim link google drive untuk
mengakses e-book dalam bentuk file pdf ataupun dikirim melalui obrolan aplikasi
WhatsApp.** Sangat berbeda jika calon konsumen membeli pada situs resmi
Google Playstore, disana buku digital (e-book) dengan judul yang sama “Garis
Waktu” Karangan Fiersa Besari dibagi menjadi 6 (enam) bagian dimana setiap
bagian buku dijual dengan harga kisaran Rp. 10.000 dan untuk cara pemesannya
pun sangat berbeda dimana para calon konsumen setelah melakukan pembayaran
dengan mengikuti petunjuk Google Playstore setelah itu diarahkan pada aplikasi
berbeda yaitu Google Play Buku, Ketika konsumen telah membayar buku tersebut
maka secara otomatis buku tersebut terbuka secara lengkap dan siap dibaca melalui

aplikasi Google Play Buku.*®.

14 Dikutip dari postingan akun Twitter @merangerawr, Diposting pada 17 September
2022 https://twitter.com/merangerawr/status/1570851282646368256?5s=48&t=015smsOvilyzx_9m
0JwmhQ , Diakses pada 19 September 2022, Pukul 15.38

15 Membeli dan membaca eBook pada Google Play Buku, https://support.google.com/
googleplay/answer/185545?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid, Diakses pada 19 September
2022, Pukul 15.57
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https://support.google.com/%20googleplay/answer/185545?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://support.google.com/%20googleplay/answer/185545?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Pada kasus yang telah dibahas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan
wanprestasi yang berupa penjual tidak beritikad baik dan tidak memeberikan
informasi yang benar, jelas,jujur terhadap kondisi dan jaminan barang tersebut.
Perbuatan ini sangat berdampak kepada pemegang hak cipta suatu buku digital (e-
book) karena mengakibatkan menurunnya penjualannya yang pada prinsipnya
calon konsumen lebih memilih harga yang lebih murah tanpa mengetahui asal usul
buku digital tersebut terlebih dahulu. Terhadap konsumen akan ketidaktahuannya
itu dapat merugikan dirinya sendiri karena terlibat dalam perbuatan wanprestasi
akibat ulah oknum penjual e-book ilegal.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis tertatik untuk
meneliti secara ilmiah dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan

hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli e-book melalui jaringan internet”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengemukakan
beberapa masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual dalam hal pembelian buku digital (e-
book) yang telah dirugikan karena ketidakaslian buku digital (e-book) tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pembeli buku digital

(e-book) jika buku tersebut tidak menunjukkan keasliannya ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pihak penjual dalam hal
pembelian buku digital (e-book) yang telah dirugikan karena ketidak aslian
buku digital (e-book) tersebut

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen
sebagai pembeli buku digital (e-book) terhadap buku digital (e-book) yang tidak

menunjukkan keasliannya

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Penulis skripsi ini diharapkan mendapatkan manfaat teoritis yang dapat
menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua subjek hukum terhadap ilmu
hukum terutama pada bidang hak kekayaan Intelektual yang dalam skripsi ini
berfokus akan perlindungan bagi para pihak dalam penjualan buku digital (e-book).
2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis
kepada pemegang hak cipta buku digital (e-book), pembeli atau calon pembeli buku
digital (e-book), dijelaskan sebagai berikut :
a. Pembeli atau calon pembeli buku digital (e-book)

Teruntuk pembeli atau calon pembeli dengan ditulisnya skripsi mampu

membantu para pembeli buku digital (e-book) mengerti dan memahami pada
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setiap kegiatan jual beli yang sah di mata hukum dan mengetahui akibat hukum
dari keterkaitan terhadap jual beli e-book illegal.
b. Penjual buku digital (e-book)

Kepada penjual buku digital (e-book), sebagai pelaku usaha yang merupakan
subjek hukum agar kiranya untuk lebih mengutamakan asas itikad baik dalam
melakukan kegiatan jual beli buku digital (e-book) dan lebih memahami tanggung
jawab dan akibat hukum atas semua perlakuan yang dibuat didalam kegiatann

usahanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Di dalam penulisan skripsi ini yan berjudul “ Perlindungan hukum bagi para

2

pihak dalam perjanjian jual beli e-book melalui jaringan internet ” untuk
meminimalisir pembahasan yang menyimpang maka dibatasi pada perlindungan
hukum terhadap pembeli buku digital (e-book) yang didasarkan oleh Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian

terhadap tanggung jawab pihak penjual dalam hal pembelian buku digital (e-book)

yang telah dirugikan karena ketidak aslian buku digital (e-book) tersebut.

F. Kerangka Teori
Dalam penulisan terhadap permasalahan diatas penulis menggunakan beberapa

kerangka teori, antara lain :
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1. Teori Perjanjian
Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata diatur bahwa perjanjian adalah suatu

kegiatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang
lain atau pihak lain. Pasal tersebut menjelaskan penegertian perjanjian secara
sederhana yang digambarkan adanya dua pihak atau dua orang yang
mengikatkan diri. Pengertian dalam Pasal tersebut tidak begitu lengkap, tetapi
jika ditarik kesimpulan bahwa jelas adanya satu pihak yang mengikatkan
dirinya dengan pihak lain dalam satu perjanjian.'® Beberapa pengertian
perjanjian menurut pendapat para ahli :

a) Prof Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu kejadian dimana
satu orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melakukan suatu hal.’

b) Berbeda dengan Prof Subekti menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian
adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat dan menimbulkan akibat hukum.*®

c) Dikemukan oleh Maryati Bachtiar perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum antara pihak satu dengan lainnya berdasarkan kata sepakat, yang
menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikatkan para pihak dalam

mengadakan perjanjian.*®

16 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai
1456 BW), Depok: Rajawali Pers, 2018. him. 63.

17 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT.Intermasal, 2005. him. 5.

18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi revisi, Yogyakarta:
Cahya Atma Pustaka, 2010. him. 103.

19 Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru: Witra Irzani, 2007, him. 6
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Didalam mengadakan suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus
diperhatikan agar perjanjian tersbut sah didalam hukum dan tidak cacat formil
maupun materiil, terhadap kejelasan tersebut KUHPerdata mengatur tentang
syarat sahnya suatu perjanjian yang mana tercantum dalam 1320 KUHPerdata
dijelaskan bahwa syarat sah suatu perjanjian meliputi :

1) Kesepakatan antara dua belah pihak
Kesepakatan adalah dasar lahirnya suatu perjanjian. Kata sepakat
diartikan bahwa para pihak saling menyatakan kehendak dan ditemukan
dalam suatu capaian satu kehendak yang dapat dirasakan timbal balik antara
dua belah pihak. 2°
2) Kecakapan
Berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdata, seorang yang cakap atau
dewasa apabila mereka telah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 433 KUHPerdata menjelaskan bahwa

mereka yang dibawah pengampuan adalah mereka yang sakit jiwa, mata

gelap, dungu, lemah akal, dan boros. Kedua kriteria orang yang dijelaskan
sebeleumnya jika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan hukum harus
diwakili oleh wali mereka.

Syarat pada bagian kesatu dan kedua merupakan unsur subjektif jika
salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian
tersebut dapat dibatalkan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat dari

munculnya perjanjian tersebut.

20 1bid., him. 60
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3) Suatu hal tertentu

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu pokok
perjanjian berupa barang minimal harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut
dijelaskan dalam Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUHPerdata ditentukan bahwa
barang yang akan datang dikemudian hari dapat dijadikans sebagai objek
perjanjian dengan beberapa ketentuan penjelas.

4) Sebab yang halal

Syarat terakhir yang diatur dalam KUHPerdata adalah suatu sebab yang
halal yang diartikan dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa sebab yang halal
apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada bagian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif terhadap
suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi salah satunya atau keduanya maka
akibat hukumnya batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut
dianggap tidak pernah ada.

Jual beli termasuk kedalam perjanjian yang mana ada dua orang atau lebih
untuk mengikatkan dirinya dalam konteks ini dua pihak tersesbut adalah
penjual dan pembeli. KUHPerdata mengatur jual beli dalam Pasal 1457 sampai
dengan Pasal 1540 dan pada Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu

persetujuan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban untuk
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menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya untuk membayar harga suatu
benda yang telah dijanjikan tersebut.?

Pada jual beli buku digial (e-book) adalah bagian dari perjanjian, sehingga
pada teori ini penulis tertarik menggunakannya untuk menganalisis dan
mengetahui terhadap perlindungan pembeli dan tanggung jawab penjual dalam
jual beli buku digital (e-book) yang tidak menunjukan ketidak asliannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh par ahli
beberapa antaranya :

Teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabadt, serta pengakauan terhadap hak
hak asasi manusi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenangan.

Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum
yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap
berbagai kepentingan tersebut. Yang dapat diartikan perlindungan hukum

sebagai upaya dalam melindungi kepentingan seseorang.

2L Lily Haryati, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas
Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Mal, UIB Repository, 2015,
http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf, him 7, diakses pada 4 September
2022 Pukul 16.29 WIB
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Ketiga, teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto. Perlindungan
hukum menurutnya adalah merupakan perlindungan yang diberikan kepada
subjek hukum yang berbentuk perangkat hukum. %

Macam-macam bentuk perlindungan hukum :

Secara tersirat bentuk perlindungan hukum diatur dalam KUHPerdata
Pasal 1365 yang mana disebutkan untuk perlindungan bagi para pihak yang
dirugikan dengan mentutut kerugian tersebut terhadap orang yang melnggar
hukum dan menimbulkan kerugian tersebut.

Kedua jenis perlindungan terhadap pemegang hak cipta suatu karya
intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
hak cipta dalam Pasal 58 yang mana dijelaskan bahwa perlindungan terhadap
hak ekonomi ciptaan seseorang dilindungi Undang-Undang selama hidup dan
ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia

Ketiga jenis perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur secara
terinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen
dalam sebuah perjanjian.

Maka dalam hal ini penulis tertatik menggunakan teori ini untuk

menganalisis dan mengetahui terhadap perlindungan hukum bagi konsumen

2 Tim hukum online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara
Memperolehnya, jurnal hukum online, 2021https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-
hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2 , diakses pada 5 semptember
2022
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sebagai pembeli buku digital (e-book) terhadap buku digital (e-book) yang
tidak menunjukkan keasliannya.
3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum adalah salah satu teori yang menganalisis
suatu tanggung jawab yang dilakukan subjek hukum atau pelaku yang telah
melakukan perbuatan yang melnggar hukum atau perbuatan tindak pidana
untuk menanggung atas segala biaya atau kerugian atau melaksanakan
hukuman pidana terhadap kesalahannya ataupun akibat kealpaannya. Menurut
Ridwan Halim tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai suatu tindak lanjut
dari pelaksanaan suatu peranan, peranan tersbut adalah hak dan kewajiban
ataupun kekuasaan. Jika disimpulkan secara umum tanggung jawab hukum
adalah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan cara atau aturan
tertentu dan tidak menyimpang dari dua jalur tersebut.?® Didalam kamus
hukum tanggung jawab dibagi menjadi dua bagian liability dan responsibility.
Liability adalah suatu yang merujuk pada pertanggung jawaban secara hukum
akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan responsibility
adalah suatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban
termasuk kecakapan, kemampuan dan kewajiban tanggung jawab atas Undang-
Undang yang didasarkan.?*

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum adalah seorang yang

bertanggung jawab secara hukum atas suatau perbuatan tertentu yang berarti

2 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, him. 7.
2 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, him. 337.
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subjek bahwa dia bertanggung jawa atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang
bertentangan.?® Lebih lanjut Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi
beberapa kelompok, antara lain :

a. Pertanggungjawaban individu adalah seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang diperbuatnya sendiri;

b. Pertanggungjawaban kolektif adalah seorang individu bertanggung
jawab dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja
dan diketahui dengan maksud menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak adalah seorang individu bertanggung
jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan
tidak diketahui.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat
atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan

mengakibatkan kerugian.

% Hans Kelsen (a) , diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori
Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif
Empirik, BEE Media Indonesia: Jakarta, 2007, him. 81
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b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada
perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori
pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta

Maka pada dasarnya tanggung jawab hukum harus dilakukan

bagaimanpun keadaannya jika suatu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan
norma positif yang diterapkan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori
tanggung jawab hukum untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tanggung
jawab pihak penjual dalam hal pembeli buku digital (e-book) yang telah

dirugikan karena ketidak aslian buku digital (e-book) tersebut.

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi suatu keadaan yang mana suatu subjek hukum tidak
memenuhi sebagian atau seluruhnya dari pada perikatan tersebut. Menurut
Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa wanprestasi merupakan ketidak adaan

suatu prestasi didalam hukum perjanjian. Yang di istilahkan dalam Bahasa

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010, him. 503.
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Indonesia “pelaksanaan perjanjian untuk prestasi dan Kketidak adaan
pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.?’

Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengatakan wanprestasi terjadi
apabila karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka
debitur tersebut cedera janji atau wanprestasi. Kalimat karena salahnya sangat
penting, oleh karena debitur tidak melaksankan prestasi yang diperjanjikan
sama sekali bukan karena salahnya.?®

Wanprestasi secara normatif dicantumkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata
dinyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dari
Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa wanpretasi dapat berupa :

1) Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;

2) Memenuhi prestasi namun tidak sebagaimana mestinya;

3) Memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu sebagaimana dengan yang
telah diperjanjikan;

4) Memenuhi prestasi namun keliru dan tidak sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan.?®

27 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Pustaka, 2012 ,
him.17

28 R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke IV, Jakarta: Pembimbing Masa, 2013, him.59

2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016, him. 74.
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Dalam jual beli online pihak pelaku usaha sering kali tidak mencatumkan
tentang asal muasal suatu barang yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku
usaha untuk memberikan suatu informasi seterang terangnya terhadap suatu
barang yang mereka jual, tindakan ini diatur dalam kewajiban pelaku Pasal 7
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka
penulisan tertarik menggunakan teori wanprestasi terhadap tanggung jawab
pihak penjual dalam hal pembelian buku digital (e-book) yang telah dirugikan

karena ketidak aslian buku digital (e-book) tersebut.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian diartikan menjadi dua bagian, pada bagian pertama metode
diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dan
yang kedua penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan kehati hatian dan
tekun dan pada hasil akhir yang bertujuan untuk menambah wawasan dan
pengetahuan manusia. %° berikut metode yang disusn dalam penulisan skripsi ini :
1. Jenis penelitian
Jenis yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif,
penelitian normatif berpokok pada aturan yang berlaku dimasyarakat. Peneltian
normatif berpedoman pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum
dan buku hukum secara kepustakaan dengan keterkaitannya terhadap masalah

yang dibahas.3!

30 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2012, him. 64

8L Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia, 2013, him. 57.
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2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-Undang
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam peneltian ini. Seperti
Undang-Undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan
perlindungan konsumen.3?

b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual adalah pendekatan terhadap pendapat para ahli hukum
atau doktrin hukum dengan menemukan doktrin tentang asas, pengertian dan
konsep konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.33
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai
berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata).

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan
Konsumen.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, him. 133
3 Usmawadi, Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH), Palembang:
Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, HIm. 250.
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4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang dipilih penulis adalah buku yang ditulis
para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan akademisi hukum,
bahan hukum yang didapatkan melalui internet yang menjelaskan bahan
hukum primer yang penulis gunakan.34
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dalam bentuk kamus Bahasa dan umum, surat kabar,
jurnal dan internet.®®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum yang didapatkan diperoleh dengan cara studi kepustakaan
yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bahan hukum primer sampai
bahan hukum tersier. Digunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif buku-
buku, literatur dalam media elektronik yang tidak menyimpang dengan
penelitian. 6

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

3 Ibid,, him. 141.
% bid.
3 Dr. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang: Unpam Press, 2019, him. 140.
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Pada hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif adalah
menganalisis, mengilustrasi dan menyimpulkan berbagai kondisi dan sitauasi
dari berbagai data yang diambil yang berasal dari studi kepustakaan atau
analisis mengenai masalah yang dibahas.?’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan metode deduktif
yang merupakan pendekatan terhadap suatu teori yang berawal dari kebenaran
dengan ruang lingkup bersifat umum kemudian dimasukkan kedalam peristiwa

atau data tertentu atau khusus.38

37| Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: CV. Andi Offset,
2006, him. 155.

38 Muhaimin, Metode Penelitian hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him.
71
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